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BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, Pasal 97
dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

SALINAN[._____~ 



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tatnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

U ndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 10 Nomor 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 112); 
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8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59); 

9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2023 

ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun 

Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2023 Nomor 70); 

10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 109 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 110); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, 
PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA 
PENGELOLMN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 
2024. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

4. Anggaran 

selanjutnya 

Pendapatan 

Pekalongan. 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

disingkat APBD adalah Anggaran 

dan Belanja Daerah Ka bu paten 

5. Desa adalah kesatuan masy.irakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan Desa. 

8. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah Desa yang 

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. 

9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang 

terdiri dari Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil 

dan Perangkat Desa lainnya. 

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah 

dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

12. Pengalokasian ADD adalah besaran ADD yang diterima 

oleh Desa. 

13. Penyaluran ADD adalah proses pemindahbukuan dari 

Rekening Kas Umum Daerah ya"lg disingkat RKUD ke 

Rekening Kas Desa yang disingkat RKD. 

14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK 

adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk 

melaksanakan pengadaan barang/ jasa. 

15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang 

selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa 

yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 

berdasarkan keputusan Kepala Desa yang 

menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

1 7. A set Desa adalah barang milik desa yang berasal dari 

kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban 

APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. 
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18. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa 

barang bergerak dan barang tidak bergerak. 

19. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten 
Pekalongan. 

20. Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah rekening 

tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang 

menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan 

untuk membayar seluruh pengeluaran Desa. 

21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran selama satu periode 

anggaran. 

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian 

setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana 

penarikan dana untuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam APB Desa. 

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 

selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang 

memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang 

disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 

yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/ atau 

Perubahan Penjabaran APB Desa. 

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang 

selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang 

memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan 

dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya 

berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. 

25. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut 

dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh barang/ jasa oleh Pemerintah Desa, baik 

dilakukan melalui swakelola dan/ atau penyedia 

barang/ jasa. 

26. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut 

RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas 

masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur 

penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai 

pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah 

disahkan oleh Kepala Desa. 
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27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk 

mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. 

28. Aparat Pcngawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

BAB II 
PENGELOLAAN ADD 

Pasal 2 

ADD diangggarkan dalam APBD setiap tahun. 

Pasal 3 

(1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling 

sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana 

perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

(2) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan sebagai 

berikut: 

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan 

Perangkat Desa; dan 

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 

luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis 

Desa. 

Pasal 4 

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan 

masyarakat. 

BAB III 
PRINSIP PENGGUNAAN ADD 

Pasal 5 

ADD dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan 

kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus 

oleh Desa. 
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Pasal 6 

ADD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta 

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak 
Desa. 

Pasal 7 

Penggunaan ADD tertuang dalam APBDesa yang mengacu 

pada RPJMDesa dan RKPDesa. 

Pasal 8 

Penetapan Rincian Besaran ADD untuk setiap Desa di 

Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 9 

( 1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa 

dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa Non 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa, 

dengan alokasi besaran sebagai berikut: 

1. Kepala Desa sebesar Rp2.426.640,OO (dua juta 

empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus 

empat puluh rupiah); 

2. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,OO (dua 

juta dua ratus dua puluh empat ribu empat 

ratus dua puluh rupiah); dan 

3. Perangkat Desa lainnya sebesar 

Rp2.022.200,OO (dua juta dua puluh dua ribu 

dua ratus rupiah). 

b. penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada huruf a angka 1 diberikan mulai 

bulan berikutnya sejak ditetapkan sebagai Kepala 

Desa oleh Bupati. 

c. penghasilan tetap Sekretaris Desa dan Perangkat 

Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a 

angka 2 dan angka 3 diberikan mulai bulan 

berikutnya sejak ditetapkan sebagai Sekretaris Desa 

dan Perangkat Desa oleh Kepala Desa. 
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(2) Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), penggunaan ADD diprioritaskan untuk: 

a. prem1 asuransi Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan 

koma dua puluh empat perseratus) terdiri dari 

6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) 

dibayarkan oleh Pemerintah Desa dan 3% (tiga 

perseratus) dari penghasilan tetap dibayar oleh 

Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

b. premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan sebesar 1 % (satu perseratus) dari 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dipotong dan dibayarkan oleh BUD; 

c. tunjangan Aparatur Pemerintah Desa; 

d. tunjangan BPD; 

e. operasional Pemerintah Desa 

f. operasional BPD; 

g. honorarium tenaga profesional tertentu 

h. operasional lembaga kemasyarakatan Desa; 

1. sarana dan prasarana Pemerintah Desa; 

J. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 

dan 

k. peningkatan kapasitas BPD; 

(3) Pemerintah Desa dapat menggunakan di luar prioritas 

penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

sesuru dengan kewenangan Desa apabila semua 

prioritas telah terpenuhi. 

(4) Besaran tunjangan Aparatur Pemerintah Desa 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dibayarkan 

setiap bulan selama 12 (dua belas) kali dengan 

besaran: 

1. Kepala Desa dan/ atau Penjabat Kepala Desa 

sebesar Rpl.673.360,00 (satu juta enam ratus 

tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh 

rupiah); 

2. Kepala Desa ASN setara dengan penghasilan tetap 

Kepala Desa Non ASN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a angka 1 ditambah 

tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud 

pada angka 1; 
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3. Sekretaris Desa sebesar Rp700.580,00 (tujuh 

ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah; dan 

4. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 

Rpl 12.800,00 (seratus dua belas ribu delapan 

ratus rupiah). 

b. tunjangan ketiga belas dengan besaran: 

1. Kepala Desa dan/ atau Penjabat Kepala Desa 

sebesar Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah); 

2. Sekretaris Desa sebesar Rpl.500.000,00 (satu juta 

lima ratus ribu rupiah); dan 

3. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 

Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah). 

c. untuk pelaksana tugas jabatan Kepala Desa atau 

Sekretaris Desa diberikan tunjangan sesuai dengan 

jabatan yang dilaksanakannya. 

d. untuk pelaksana tugas jabatan Perangkat Desa selain 

Sekretaris Desa diberikan tunjangan jabatan di 

tambah tunjangan sesuai dengan jabatan yang 

dilaksanakannya. 

e. tunjangan pelaksana tugas jabatan Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan mulai 

bulan berikutnya sejak ditetapkan sebagai pelaksana 

tugas jabatan Kepala Desa oleh Camat. 

f. tunjangan pelaksana tugas jabatan Sekretaris Desa 

dan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 

huruf c dan huruf d diberikan mulai bulan 

berikutnya sejak ditetapkan sebagai pelaksana tugas 

jabatan Kepala Desa oleh Kepala Desa 

(5) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) huruf f diberikan secara non tunai setiap bulan 

di luar ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018 dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. tunjangan ketua sebesar Rp400.000,00; 

b. tunjangan wakil ketua sebesar Rp325.000,00; 

c. tunjangan sekretaris sebesar Rp300.000,00; dan 

d. tunjangan anggota sebesar Rp275.000,00. 

e. Tunjangan BPD diberikan mulai bulan berikutnya 

sejak Surat Keputusan ditetapkan. 

(6) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat 

(4) dilaksanakan dengan mekanisme non tunai. 
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BAB IV 
PENYALURAN DAN PELAKSANAAN ADD 

Pasal 10 

(1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai 

dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Penyaluran ADD dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 

sampai dengan 15 Desember 2024. 

(3) Pencairan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember 2024. 

Pasal 11 

( 1) Pelaksanaan kegiatan Pemerin tahan Desa yang 

anggarannya bersumber dari ADD berpedoman pada 

pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang 

bersumber dari ADD diutamakan dilakukan secara 

swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan 

baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak 

menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. 

(3) Pengelolaan ADD dalam pelaksanaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pengelolaan APBDesa dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

( 1) Guna tertib administrasi pelaksanaan, pengawasan dan 

pengendalian ADD dibentuk Pengelola ADD. 

(2) Pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri dari : 

a. tim fasilitasi ADD tingkat kabupaten; 

b. tim fasilitasi ADD tingkat kecamatan; dan 

c. tim pelaksana ADD tingkat desa. 
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(3) Pembentukan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

(4) Pembentukan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

ditetapkan dalam Keputusan Camat. 

(5) Pembentukan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 

ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. 

BABV 
LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 13 

( 1) Kepala Desa menyampaikan surat pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan kepada Camat 

paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 

(2) Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi 

pelaksanaan kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada 

Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten 

Pekalongan dengan tembusan Kepala BPKD Kabupaten 

Pekalongan. 

(3) Penyampaian rekapitulasi laporan realisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 

paling lambat minggu kedua bulan berikutnya. 

(4) Dalam hal kepala Desa tidak dan/atau terlambat 

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) maka Camat menunda pemberian 

rekomendasi penyaluran ADD tahap berikutnya sampai 

dengan disampaikannya laporan dimaksud. 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 14 

( 1) Bupati dan Camat melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan kegiatan ADD sesuru dengan 

kewenangannya. 

(2) Pembinaan oleh Bupati sebagai'llana dimaksud pada 

ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan 

masyarakat dan Desa; 
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(3) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), secara teknis dilaksanakan Aparatur Pengawas
Intern Pemerintah/APIP.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD
M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680517 198903 1 009
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I. KEBIJAKAN UMUM ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024. 
A. LATAR BELAKANG 

1. Landasan Pemikiran. 
Bahwa pemberian ADD merupakan wujud dari pengakuan 

Pemerintah kepada Desa agar dalam penyelenggaraan Pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dalam mencapai sasaran 
menjadikan Desa maju, mandiri, masyarakat makmur dan sejahtera. 

Bahwa pada bagian keenam Pasal 81 Ayat ( 1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahur 2014 tentang Peraturen 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
menyatakan "Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADIY'. 
Maka guna pedoman penyaluran, penetapan rincian tiap Desa dan 
penggunaan serta pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD, 
perlu diatur dengan pedoman teknis sebagaimana tertuang dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

2 Maksud dan Tujuan. 
a. Maksud 

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah guna petunjuk 
teknis penyaluran, penetapan rincian tiap Desa dan penggunaan 
serta pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD tepat 
sasaran, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Tujuan 
11 memberikan petunjuk bagi para pelaku ADD agar dalam 

pelaksanaannya tidak salah arah dan tujuan; 
2) memberikan kejelasan dan kemudahan pelaku kegiatan ADD 

dalam pelaksanaan administrasi dan keuangan ADD; 
3) dapat mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan lain dari sumber 

pendapatan Desa yang lain; 
4) memberikan gambaran agar penggunaan dana ADD sesuai 

dengan peruntukannya; dan 
5) menjamin terlaksananya pencapaian sasaran ADD. 

3. Kebijakan Pemberian ADD. 
a. Pengalokasian kepada Pemerintah Desa diutamakan untuk 

pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dan sisanya setelah Penghasilan tetap terpenuhi 12 bulan dan 
selebihnya dapat digunakan untuk belanja Desa lainnya; dan 

b. Rencana penggunaan ADD Non Siltap melalui hasil Musyawarah 
Desa (Muscles). 
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B. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA 

Pe-ngelola ADD terdiri dari: 

a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten. 

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan 

sebagai berikut: 

l) Pengarah a. Bupati. 

b. Wakil Bupati. 

c. Sekretaris Daerah 

2) Penganggungjawab Asisten Pemerintahan dan Kesra 

Sekda. 

3) Ketua 

4) W akil Ketua 

5) Sekretaris 

6) Anggota 

Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Sekretaris Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat clan Desa. 

Kepala Bidang Admininstrasi 

Pemerin tahan Desa Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Perangkat Daerah terkait, terdiri atas: 

a. Inspektorat; 

b. BAPPEDA & LITBANG; 

c. BPKD; 

d. Bagian Hukum Setda; 

e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan. 

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan 

Keputusan Camat berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan 

se bagai beriku t: 

1) Ketua 

2) W akil Ketua 

3) Sekretaris 

4) Anggota 

Sekretaris Kecamatan. 

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik. 

Paling banyak 4 (empat) orang. 

c. Tim Pelaksana Tingkat Desa. 

Tim Pelaksana Kegiatan ADD Tingkat Desa adalah bagian dari 

pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Desa, berlaku sejak awal tahun anggaran, terdiri dari: 

1) Kepala Desa selaku Pemegang, Kekuasaan PengelolaE:in 

Keuangan Desa (PKPKD). 

3 



2) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan 

Keuangan Desa (PPKD). 

3) Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) 

sesuai dengan bidangnya. 

4) Kaur Keuangan : menjalankan fungsi Kebendaharaan. 

d. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa. 

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) 

orang, dengan susunan sebagai berikut: 

1) Ketua berasal dari unsur Perangkat Desa 

2) Sekretaris dapat berasal dari unsur Perangkat Desa 

Kewilayahan/ Lembaga Kemasyarakatan. 
3) Anggota dapat berasal dari unsur Perangkat Desa 

Kewilayahan/Lembaga 

Kemasyarakatan/ masyarakat. 

C. MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA. 

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2024 

dilaksanakan secara bertahap setiap tiga bulan, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat Desa: 

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada 

Bupati cq. Kepala Dinas PMD melalui Camat setempat, dengan 

di lampiri : 

Tahap I 

a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDesa) Tahun 2024; 

b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa) Tahun 2024 yang telah ditetapkan dan dicetak 

menggunakan Aplikasi Sistem Keuanga 1 Desa (Siskeudes); 

c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024 yang telah ditetapkan 

dan dicetak menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes); 

d. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa 

lembar asli bermeterai Rpl0.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 

e. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank 

Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa; 

f. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk 1 

(satu) Tahun Anggaran; 
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g. Laporan Realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan 

ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang disusun per kegiatan; dan 

h. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) Tahun 2024. 

Tahap II 

a. Surat Bukti Penerirnaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa 

lembar asli bermeterai Rpl0.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 

b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank 

Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa; 

c. laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD 

Tahap I yang disusun per kegiatan. 

d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 

sebelumnya. 

e. Peraturan Desa yang mengatur tentang Pertanggungjawaban 

Realisasi APBDesa TA 2023 dilampiri dengan laporan keuangan 

dan CALK 

Tahap III 

a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa 

lembar asli bermeterai Rpl0.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 

b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank 

Pemerintah dan menunjukkan asli Bukt 1 Rekening Desa; 

c. laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD 

Tahap II yang disusun per kegiatan. 

d. Laporan Realisasi APBDesa Semester pertama. 

Tahap IV 

a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa 

lcmbar asli bermeterai Rpl0.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 

b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank 

Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa; 

c. laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD 

Tahap III yang disusun per kegiatan. 

2. Tingkat Kecamatan: 

a. Memberi rekomendasi permohonan penyaluran ADD sesuai 

tahapan, dengan cara: 

1) memastikan bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD sudah 

tercantum dalam Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 

2024 dengan mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 

2024; 

5 



2) mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran 

Alokasi Dana Desa; dan 

b. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah persyaratan 

lengkap dan sesuai ketentuan tahapan penyaluran ADD. 

3. Tingkat Kabupaten: 

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan 

permohonan persetujuan penyaluran ADD kepada Bupati 

berdasarkan permohonan Kepala Desa yang telah direkomendasi 

oleh Camat; 

b. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, BPKD melakukan penyaluran ADD dari Rekening Kas 

Umum Daerah kc Rekening Kas Desa; 

4. Ketentuan Pembayaran Jaminan Sosial 

Untuk pengaJuan penyaluran ADD yang digunakan untuk 

pembayaran premi BPJS Kesehatan dengan ketentuan : 

a. Premi sebesar 4% (empat per seratus) dianggarkan dalam APBD 

dan dibayarkan oleh Dinas PMD ; 

b. Premi sebesar 1 % (satu per seratus) dianggarkan dalam APBDesa 

yang bersumber dari ADD dan dibayarkan oleh BUD; 

c. Mekanisme pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan 

dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

kepada BUD setiap awal bulan dari triwulan tahapan ADD sesuai 

data kepesertaan BPJS Kesehatan tanpa menunggu pengajuan 

penyaluran ADD dari Pemerintah Desa; 

d. Pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebagaimana 

dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan mulai 

Januari Tahun 2023. 

5. Ketentuan Pembayaran Tunjangan ketigabelas 

Pembayaran tunjangan ketigabelas dilaksanakan dengan 

rnekanisme secara non tunai yang masuk dalam pengajuan 

penyaluran ADD tahap I. 

D. MEKANISME PENCAIRAN ALO KASI DANA DESA. 

Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara: 

1. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, 

dan disetujui oleh Kepala Desa; 

2. Untuk pencairan Non Tunai, Kepala Desa mengajukan permohonan 

Pencairan ke Bank Pemerintah dilengkapi dengan SPP, dengan 

tembusan kepada Camat; 
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3. Khusus pemindahbukuan Penghasilan Tetap sudah dikurangi: 

a. pemotongan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % (satu 

per seratus) sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. pemotongan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3 

% (tiga per seratusl sesuai ketentuan yang berlaku. 

4. Untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,24% 

(enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan oleh 

Pemerintah desa secara non tunai dengan pemindahbukuan oleh 

Bank Pemerintah dari Rekening Desa ke Rekening BPJS 

Ketenagakerjaan. 

E. PENGENAAN PAJAK PADA PELAKSANAAN KEGIATAN ADD. 
l. Kewajiban perpajakan Bendahara Desa atas penggunaan dana APB 

Desa adalah melakukan pemotongan/ pemungutan pajak, penyetoran 

pajak ke kas negara serta pelaporan pajak menggunakan SPT Masa 

setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

2. Tata Cara pemotongan/pemungutan pajak 
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pada prinsipnya semua barang dan jasa dikenakan PPN kecuali 

yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Bendahara Desa mengenakan PPN apabila pembayaran 

atas pengadaan/ pembelian barang/jasa yang nilainya melebihi 

Rp2.000.000,00 (nilai termasuk PPN terutang), baik kepada 

penyedia barang/ jasa yang Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun 

kepada penyedia barang/jasa Bukan PKP. Salah satu ciri dari 

penyedia barang/jasa PKP adalah penyedia barang/jasa tersebut 

membuat Faktur Pajak. 

Rumus menghitung PPN = Dasar Pengenaan Pajak (OPP ) x tarif 

- Penyedia barang/ jasa PKP = ( 100 / 110 x Nilai Pembayaran) x 

11 % 

- Penyedia barang/jasa Bukan PKP = Nilai Pembayaran x 11 % 

b. PPh Pasal 22 

Pembayaran atas pengadaan/ pembelian barang yang nilainya 

melebihi Rp.2.000.000,00 selain dikenakan PPN sebesar 11 % 

(sepuluh persen), maka Bendahara Desa juga mengenakan PPh 

Pasal 22 atas pembayaran tersebut. Besarnya tarif PPh Pasal 22 

adalah 1,5 %, (satu koma lima persen) apabila penyedia barang 
mempunyai NPWP. Apabila penyedia barang tidak mempunyai 

NPWP ataupun tidak memberikan NPWP maka tarif PPh Pasal 22 

adalah 3% (tiga persen). Rumus menghitung PPh Pasal 22 

adalah Dasar Pengenaan Pajak (OPP) x tarif , dengan perincian 

sebagai berikut: 
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Penyedia barang/jasa PKP = (100/ 110 x Nilai Pembayaran) x 
1,5 % 

- Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = Nilai 
Pembayaran x 1,5 % 

- Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = Nilai 

Pembayaran x 3 % 

Apabila Penyedia barang/ jasa memberikan dokumen berupa 

Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) dari KPP Pratama, maka 

Bendahara Desa tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 
akan tetapi memungut PPh Final Pasal 4 Ayat 2 untuk UMKM. 

c. PPh Pasal 21 
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan 

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 

Pembayaran berupa honorarium, uang lembur, uang transport 

atau penghasilan dengan nama apapun dikenakan pemotongan 

PPh Pasal .21 sebesar 5% (lima persen) tanpa PTKP bagi yang 

memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan 

sebesar 6% (enam persen) tanpa PTKP. Pembayaran berupa 

penghasilan tetap yang rutin dibayarkan setiap bulan, 

penghitungan pajaknya menggunakan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP). 

d. PPh Pasal 23 

Pembayaran kepada penyedia jasa yang berkaitan dengan jasa 

dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh Pasal 23. 

Rumus menghitung PPh Pasal 23 adalah Dasar Pengenaan Pajak 

(OPP) x tarif , dengan perincian sebagai berikut : 

Penyedia barang/jasa PKP = (100/ 110 X Nilai 

Pembayaran) x 2 % 

Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = Nilai 

Pembayaran x 2 % 

- Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = Nilai 

Pembayaran x 4 % 

Apabila pembayarannya melebihi Rp2.000.000,00 maka 

Bendahara Desa juga mengenakan PPN sebesar 11 %. 

Apabila Penyedia barang/jasa memberikan dokumen berupa 

Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) dari KPP Pratama, maka 
Bendahara Desa tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 23 

akan tetapi memungut PPh Final Pasal 4 Ayat 2 untuk UMKM. 
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e. PPh Final Pasal 4 ayat (2) 

Pembayaran berkaitan dengan sewa tanah dan atau bangunan 

dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10 % (sepuluh 

persen) dari nilai pembayaran. 

3. Tata Cara Penyetoran Pajak 

a. batas waktu Penyetoran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh 

Final Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah 
masa pajak berakhir. Surat Setoran Pajaknya menggunakan 

NPWP Bendahara Desa. 

b. batas waktu penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 adalah paling 

lama 7 (tujub) hari setelah pelaksanaan pembayaran. 

Surat Setoran Pajak menggunakan NPWP penyedia barang/jasa 

apabila PKP. Apabila penyedia barang/jasa bukan PKP ataupun 

tidak menunjukan NPWP, setoran pajaknya menggunakan NPWP 

Bendahara Desa. 
c. keterlambatan penyetoran pajak, Bendahara Desa dapat 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 

persen) per-bulan, yang akan ditagih oleh KPP menggunakan 

Surat Tagihan Pajak (STP). 

rJ. penyetoran Pajak sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf 
b dilakukan secara non tunai. (pengenaan pajak non tunai 
harus mengunakan spp definitif tidak bisa mengunakan spp 
panjar). 

4. Tata Cara Pelaporan Pajak 
Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT Masa 

pada setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas pajal~
pajak yang sudah disetorkan ke Kas Negara, dengan ketentuan: 
a) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh 

Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Masa PPh Final Pasal 
4 ayat (2) adalah tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir. 
b) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan 

berikutnya setelah masa pajak berakhir. 
c) Apabila tidak lapor atau terlambat melaporkan SPT Masa setiap 

bulannya, Bendahara Desa dapat dikenakan denda sebesar 
Rpl00.000,00 untuk setiap SPT Masa Pajak Penghasilan dan 
denda sebesar Rp500.000,00 untuk setiap SPT Masa PPN, yang 
akan ditagih oleh KPP menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP). 

5. Kegiatan penyediaan makan dan minuman dikenakan Pajak Daerah 
sebesar 10% (sepuluh persen) dan dibayarkan melalui Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan. 

6. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan Dana Desa. 
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Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besamya Batas 

Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Bea 
meterai dalam pengelolaan keuangan Desa, berlaku ketentuan 
sebagai berikut: 

a. Surat atau dokumen yang memuat jumlah uang, ketentuannya 
adalah: 

1) transaksi sampai dengan nilai nominal Rp5.000.000,00 (lima 
juta rupiah), tidak dikenakan bea meterai; 

2) transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar 
Rpl0.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 

b. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan 
tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai 
perbuatan, kenyataan atau keadaan yng bersifat perdata maka 
dikenakan bea materai sebesar Rpl0.000,00 (sepuluh rib11 
rupiah). 

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN. 

I. Laporan SPJ dibuat oleh Kepala Desa mengacu pada format Sistem 

Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0.6 disertai dengan bukti yang 

lengkap dan sah disampaikan kepada Camat selaku Ketua Tim 

Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan. SPJ dibuat sekurang-kurangnya 

2 (dua) rangkap, dengan ketentuan SPJ asli disimpan di Desa, dan 

salinan SPJ diserahkan ke Camat, dan kebenaran dokumen menjadi 

tanggungjawab sepenuhnya Pemerintah Desa; 

2. Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan 

kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Ketua Tim 

fasilitasi ADD tingkat Kabupaten dengan tembusan Kepala BPKD 

Kabupaten Pekalongan dikirim paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya. 

G.PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA. 

1. Pengawasan pelaksanaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP), Camat, BPD dan Masyarakat dengan 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku; 

2. Dalam hal terjadi persoalan/ permasalahan pelaksanaan kegiatan 

ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai 

dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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H.PENUTUP. 

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2024, 

guna menjadi pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan 

dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Pekalongan. 
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II. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGEWLMN ALOKASI DANA DESA. 

A. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD. 

------ ~ , 

, .... ,,, . 
' . 

__ .... :__, 

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 
KECAMATAN .............................. . 

PEMERINTAH DESA ................................. . 
Jin. . . . . . . . . . . . .. . . Telp ............ Kode Pos ........ . 

.............. , .............. 20xx 

Nomor : ................. . Kepada: 
Lanip. : ................. . Yth. Bupati Pekalongan 
Perihal : Permohonan Penyaluran cq. Kepala Dinas PMD 

Lewat CAMAT ...... . 

Di 
TEMPAT 

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor . . . Tahun . . . ten tang 
APBDes Tahun 20 .... , yang didalamnya memuat kegiatan 
bersumber dari ADD sebesar Rp .................... . 
( ........................................ ), meliputi : 
l. Tahap I, sebesar Rp ........................ . 
2. Tahap II, sebesar Rp ....................... . 
3. Tahap III, sebesar Rp ....................... . 
4. Tahap IV, sebesar Rp ....................... . 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan 
permohonan untuk Penyaluran ADD Tahap sebesar 
Rp ...................... ( ............................................................ ), untuk 
ditransfer ke: 
Bank 
Nomr Rekening: 
Atas Nam.a Pemerintah Desa .................. . 

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan 
dokumen sebagai berikut: 
l. 
2. 
3. Dst. ........ . 

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan 
terima kasih. 

Kepala Desa ................ . 
Kecamatan ................... . 

Cap+ Ttd 

............................... 
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B. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD. 

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 
KECAMATAN .............................. . 

Jin. ...... ..... ... . Telp ............ Kode Pos ........ . 

REKOMENDASI 
Nomor: 

TENTANG 
PENY ALURAN ALO KASI DANA DESA TAHAP ... 

TAHUN ANGGARAN 20xx 

a. Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun ... ten tang Tata 
Cara Pembagi.an, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Penggelolaan 
ADD Tahun Anggaran 2024. 

b. Sesuai surat permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa ....... Kecamatan 
....... Nomor ...... Tanggal ..... , dengan melampirkan persyaratan dan 
kelengkapan administrasi sebagai berikut : 
1. . ......................................... ····· ................................................... , 

2. ··········································· ....................................................... , 
3. Dst ... (sesuai tahapan) 
4. SPJ Tahap ..... sudah diterima Kecamatan pada tanggal ........................ . 

c. Untuk selanjutnya kami merekomendasikan penyaluran ADD tahap .. ( .... ) 
Tahun Anggaran 20xx untuk Desa ... . . . . . . Kecamatan ... . . . . .. sebesar 
Rp .............. ( ................................................................... ) 

d. Kebenaran dokumen SPJ menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemerintah 
Desa. 

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya . 

.................. , ..................... 20xx 
Camat .................................... . 

···································· 
NIP. 
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No. 

1 

l. 

2. 
•-· -·---
' 1. 
r 
i 4. 
i 

I Ost. 

I 

C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANMN KEGIATAN 
ADD. 

DESA 

2 

--- --·------·-· 

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI 
PELAKSANMN KEGIATAN ADD TAHUN ANGGARAN 20xx 

KECAMATAN ................. . 
K.ABUPATEN PEKALONGAN 

TAHAP .... 

ANGGAR 
BID. 

BID. II 
BID. BID. 

BID.V TOTAL SIS I III IV 
AN 

(Rp.l 
(Rp.) 

(Rp.) (Rp.) 
(Rp.) (Rp.) A 

3 4 5 6 7 8 
9=4+5+6+ 10= 

7+8 3-9 

--- -·-

.................. , ..................... 20xx 
Camat .................................... . 

.................................... 
NIP. 

14 

KET 
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D. CONTOH FORMAT A2 . 

. \ ,.·.-;~·,: 
\,:·. . ' ·: 
''- . ' > . 

_: __ ~,t,_Ji--', 

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN PEKALONGAN 

TAHUN ANGGARAN 2024 Nomor: I I 2024 

SURAT BUKTI PENGELUARAN KETERANGAN 
---- -----------~~-c----cc---,----c=,--,--,-,--------+-----------------

: Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten 
Surnh terima dan Pekalongan 

Liang seiur,iiah Rp .............................. . 

( terbilang ............................ ) 

Barang2 termaksud telah masuk buku 
persediaan / Inventaris pada 
tgl. 

Jumlah kotor 
(Rp) 

Rp .................... . 

Pajak/upah 
(Rp} 

Jumlah berslh 
(Rp) 

Rp ................. . 

i Y c1tu untuk pembayaran : Alokasi Dana Desa Tahap ........ 
I 

I 

Bequna bua: pekerJaan/keperluan 

Krne Rekernng 

Nama 

: Kepala Desa 
: Desa 

Pengguna Anggaran / 

Kepala IPKD Kab. Pekalongan 

NIP ...................................... .. 

Desa: ............ .. 

Kecamatan : ............... . 

Kabupaten : Pekalongan 

: Analisis Perencanaan clan penyaluran Bantuan 
Keuangan Tahun Anggaran 2024 

: 5.02.02.2.04.08 

Pengendali Kegiatan 

Kepala Dlnas PMD 

Kabupaten Pekalongan 

••••••'"U"I""""" "'" I I'll •p 

......... (bu/an) 2024 
Yang berhak 

menerlma 
pembayaran 

... Nania Kades. ... 

Pengeluaran / pembelian 
dilakukan 

Berdasaoom : 

Bendahara Pengeluaran BPKD 

Kabupaten Pekalongan 

........................ , ...... ,, 

llm Fasllltasl ADD 

NIP .............................. .. NIP ...................................... .. NIP ....................................... . 
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E. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya ya11g bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

No. ldenb.las 

Alamat 

Jabatan 

Bertindak untuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan DesaDesa ............. . 

(diisi nama kepala desa) 

(diisi no. KTP, SIM) 

(diisi sesuai alamat 

instansi) 

(diisijabatan dalam 

instansi) 

Dalam rangka memenuhi persyaratan penerimaan bantuan Alokasi Dana Desa 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan 

Tahun Anggaran 20 ....... , dengan ini menyatakan: 

1. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20 ..... sesuai peraturan 

perundang-undangan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD). 

2. Apabila saya melakukan pelanggaran dalam penggunaan Alokasi Dana Desa 

sebagaimana tcrsebut pada poin 1, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Apabila kegiatan telah selesai, maka saya akan membuat laporan 

pertanggangjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dimaksud sesuai ketentuan . 

.......................... , ......................... 20 ... . 

,------------, 
' ' MATERA! : 

Rp.10.000,- : 

Yang menyatakan, 

Ttd & Cap stempel 

································· 
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F. KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ DESA 

LAPORAN PENELITIAN SPJ 
BULAN: 

DESA 
BIDANG : 
SUB BIDANG : 
KEGIATAN 

PERHITUNGAN PERTAHGGUNGJAWABAN: 

1. Jumlah Anggaran I Rp - I 

2. Sisa Bulan Lalu I Rp - I 

3. SPP Tanggal: Nomor: I Rp -

SPP Tanggal: Nomor: Rp -

SPP Tanggal: Nomor: Rp -
SPP Tanggal: Nomor : Rp -

SPP Tanggal: Nomor : Rp -

Jumlah SPP I Rp - Jumlah SPJ yang 
dlpertanggungjawabkan 

4. SP J ( Surat Pertanggungjawaban ) I Rp - Rp . 

5. Sis.a Bulan mi I Rp -
Jumlah ka•luruhan 

HASIL PENalTIAN yang harus 
Pemyataan Bukti-Buldi : dllangkapl/dlrubah 

Rp . 

Ada Tidak 

1[ ! I BJku Kas Umum 

21 I I Buku Bank 

3.L_l__J Buku Pembantu Panjar 

4 1 ~ I Buku Kas Pembantu Kegiatan 

s I I I Laporan Pertanggungjawaban SPJ : 

61 I I Serita Acara Perneriksaan Kas ( 1 bulan sekali ) Jumlah Ke•luruhan 
Yang Blu Dlmlntakan 

71 I I &Jrat pemyataan tanggung jawab belanja Rp . 

Korektor oleh Sekdea 

Parap : 

Nama : 
Tanaaal: 

17 



KUITANSI PENGELUARAN HONORARIUM KEGIATAN 

Ada Tidak 
, I II I Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

21 II I Nomor dan tanggal 

3.! 
I II I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

41 II I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

5I II I Uraian Pembayaran 

6.: II I Uraian Kode dan Nama Kegiatan 

~· I I Kade Rekening Be1anja ' ' 

8 I I Tanda tangan dan ,ama terang yang berhak menerima uangltertampir 

9 II I Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan 

HONORARKIJM KEGIATAN 
Ada Tidak 

1 (i ! . ' I I Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat penugasan lain yang sah 

11 I II I Daftar rincian penerimaan upahhningguan 

121 II I Daftar Hadir 

1 3 I II I Bukti setor PPh Pasal 21 

141 II I Bukti transfer jika non tunai dan/atau tanda terima 
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KUITANSI PENGaUARAN UPAH HARIAN/BORONGAN/MINGGUAN 

Ada Tidak 
1 II I Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2. I[ I Nomor dan tanggal 

3. II I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4 
11 I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

5 
11 I Uraian Pembayaran 

6. ii I Uraiar Kode dan Nama Kegiatan 

7. II I Kode Rekening Belanja 

8 Ii I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/ter1ampir 

9 
11 I Tanda tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

UPAH HARIAN/BORONGAN/MINGGUAN 
Ada Ttdak 

10 I I Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat penugasan lain yang sah 

11 ii I Daftar rincian penerimaan upah/mingguan 

12 II I Daftar Hadir 

13 I I Bukti setor PPh Pasal 21 

14 I I Bukti transfer jika non tunai dan/atau tanda terima 
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KUITANSI PENGa.UARAN ATK 

Ada Tidak 
1 I ! I Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.1 I I Nomor dan tanggal 

3. I I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

'4 II I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

----, 
s. I I 'Jra1an Pem bayaran 

6. -- I 
I Ura1an Kode dan Nama Keg1atan 

7. ii I -<ode Rekening Be4anja 

8, I I Tanda tangan dan nama terang yang bemak menerima uang/lerlarr.pir 

9 I 11 I Tanda tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

ALAT TULIS KANTOR 
Ada Tidak 

101 II I Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan berme!Brai sesuai ketentuan 
peraturan perundaflg-undangan yang berlaku 

11 i II I J1ka transaksi >10 000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupali yang mengatur 
tentang pengadaan brang/jasa di desa 

12' II J1ka transaksi >20J.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengaturtentang pengadaan 
brang~asa di desa 

131 11- Jika > Rp 2.000.D00,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber 

NPWP/3% tdk ber NPWP 

141 I I Bukti transfer Jika nion tunai 
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KUITANSI PERANGKO, METERAI DAN BENDA POS LAINNYA 

Ada Tidak 
1 L ______ Jl __ J Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2. [ ---7,---] Nomor dan tanggal 

3.j II I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4.j II I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

sl ii I Ura,an Pembayaran 

61 II I Ura,an Kode dan Nama Kegiatan 

71 II I Kode Rekenmg Belanja 

Bl II I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menenma uang,terlampir 

91 II I Tanda tangan yang memben uang / kepala urusan keuangan 

PBAANGKO, METERAI DAN BENDA POS LAINNYA 

Ada Tidak 

101 !I I Nota/Kw1tans1/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermetera, sesua, ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

11 1 II I J1ka transaksi >10.000 000 s.d 200.000 000 
dokumen permintaan penawaran sesua, dengan peraturan bupati yang mengatur 
tentang pengadaan brang~asa di desa 

121 II I JIka transaksi >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan 
bra ng/Jas a di des a 

141 1c=i Bukt1 transfer J1ka rnon tuna, 
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KUITANSI PENGELUARAN CETAK DAN PENGGANDAAN 

Ada Tidak 

1 I I[ Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2. [---·-r·-~J Nomor dan tanggal 

21 ILJ Tu isan Nilai Nominal dengan angka 

4 [ I J Tu isan Nilai Nominal dengan huruf 

cl II I Ura1an Pembayaran 

E I II I Ura1an Kade dan Nama Kegiatan 

7 I 11 I Kcde Rekenmg BelanJa 

[l ! , ___ __ 1 _J Tanda tangan dan nama terang yang berhak menenma uang/t~rlampir 

G [ __ II I Tanda tangan yang memben uar,g /kepala urusan keuangan 

CETAK DAN PENGGANOAAN 
Ada Tidak 

1 J [ II I Nota/Kwilans1/BuktJ pernbayaran lam yang sah dan bermetera1 sesua1 ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

11 1 I 7 J1ka transaks1 >10.00C.000 s d 200.000 000 
dckumen permmlaan penawaran sesua1 dengan peraturan bupati yang mengatur tentang 

pengadaan brang/Jasa d1 desa 

Pl II I Ji,a transaks1 >200.0CO.OOO 
dckurnen lelang sesua1 dengan peraturan bupab yang rrangarur tentang pengadaan brang/Jasa d1 

dc.-sa 

1i[=:JL._J Di ebgkap1 bukti setor PPh Pasal 23dan PPN 

1.1[-7[ 7 8Lkt1 transfer J1ka n10n tuna1 

22 



KUITANSI PENGB.UARAN MAKMIN RAPAT 

Ada Tidak 

1 I 11 I Tanda Buct1 Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

21 ~ I Nornor dan tanggal 

3 [_ =.JI I Tul1san Nlia1 Nornnal dengan angka 

~I IL:=J Tul1san NIlaI Nominal dengan huruf 

'1----7~, :=:i , - ______ IL_ u~a1an Pembayaran 

b [ --11--, Ura1an Kode dan 'fama Kegia1an 

i r---7c 1 Kode Rekening Be!anJa 

8 I II I Tanda 1angan dar nama terang yang berhak menerima uanglterlampir 

SJ I I I Tanda tangan yang memben uang / kepala urusan keuangan 

MAKMIN RAPAT 
Ada Tidak 

w[ II I No1a/Kwi1ans1/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermetera1 sesuaI ketentuan peraturan 
perundang-undargan yang berlaku 

11\ c:_-=:J J1ka transaks1>10000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang 
pengadaan brang.\asa d1 desa 

10!_=11 I J1ka transaksi >2C0.000.000 

dokumen lelang sesuaI dengan peraturan bupatr yang mengatur tentang pengadaan 
brang/Jasa d1 des a 

131_ ____ ][_ Dilebgkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan paJak daerah 

H! ii I Undangan, tanda tenma undangan/eksped1s1 dan daftar had1r serta notulen 

1~1 Ii I Dokumentas, 

16! II I Bukti transfer j1ka nion tunai 
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KUITANSI PENGELUARAN MAKMIN PEGAWAI 

Ada Tidak 

1 I II I Tanda Bukt1 Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

21 II I Nomor dan tanggal 

31 II I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

,: I II I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s1 II I Uraian Pembayaran 

sl I I UraIan Kode dan Nama Kegiatan 

,1 II ! Kode Rekening Belanja 

e I I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menenma uang/lerlampir 

s I I Tanda tangan yang memberi uang /kepala urusan keuangan 

MAKMIN PEGAWAI 
Ada Tldak 

101 II I Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang bertaku 

111 1r Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupali yang mengatur 
tentang pengadaan brang/jasa di desa 

121 Ii I Jika transaksi >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan 
brang~asa di desa 

131 II I Oilebgkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan pajak daerah jika beli diwarung, PPN dan PPh 

Pasal 22 jika beli bahan makanan/minuman 

141 I i Presensi/Daftar Hadir 

151 I I Dokumentasi 

161 I I Bukti transfer jika nion tunai 
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KUITANSI PENGELUARAN MAKMIN TAMU 

Ada Tidak 
1 c=JC=i Tan:Ja Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

"c---lf -1 Nonor dan tanggal 

31 C7 Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

41 lc=J Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s [ II I Ura an Pem bayaran 

6 [_ II I Ura,an Kode dan Nama Kegiatan 

7 1~JL=:J Kode Rekening Belanja 

8 [=:=] Taooa tangan dan nama terang yang berhak menenma uang/tertampir 

9 I IL=:J Ta ooa tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

MAKMINTAMU 
Ada Tldat 

101 I I Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang bertaku 

11~ Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengaturtentang 
pengadaan brang1asa di desa 

121 lc=J J1kc transaksi >200.000.000 

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengaturtentang pengadaan brang/Jasa di 
desa 

13c:::JL=:J D1lebgkap1 bukti setor PPh Pasal 23 dan paJak daerah jika beli d1warung, PPN dan PP~ Pasal 22 
11ka beli bahan makanan/minuman 

141 [==:J Dalar Hadir Tamu/Buku Tamu/Undangan 

151 I[ I Ook.umentas1 

161 
-·---· J--=::J Bukti transfer j1ka nion tunai 
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KUITANSI PENGaUARAN TRANSPORT DAN AKOMODASI 

Ada Tidak 
11 I I Tanda 81.icti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

21 ! I Nomor dan tanggal 

21 i I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

41 I I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

e, I I I Uraian Pembayaran 

61 I I Uraian Kode dan Nama Kegiatan 

,1 I I Kode Rekening Belanja 

a I I I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uanglterlampir 

s I I I Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan 

BB.ANJA TRANSPORTASI & AKOMODASI 
Ada Tidak 

: I ! I Surat Penntah/Surat Penugasan lain yang sah 

ii i I Daftar perincian penerimaan transport dan akomodasi 

E I II I Daftar Hadir 

e I I I Nola AAomodasi 

Untuk kegiatan pembinaan/pelatihan/sosialisasi selain kegiatan 
terse but disesuaikan dengan kelengkapan perjalanan dines 
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KUITANSI PENGELUARAN SEWA 

Ada Tidak 
1 I 11 J Tanda BuktI Pengeluaran Uang (Printed by SIskeudes) 

21 IL Nomor dan tanggal 

31 II I Tulisan N1laI Nominal dengan angka 

4 L I I Tulisan Nilai Nominal dengan hurJf 

51 [-==:J u,a,an Pembayaran 

6 L __ _l[ _J Ura,an Kode dan Nama Keg,atan 

7 I II I Kode Rekening BelanJa 

8 I_ I I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menenma uang/lerlampir 

9 I II I Tanda tangan yang member, uang /kepala urusan keuangan 

f:,8NA 
A.de T!dak 

101 ii I Nota1Kw1tans1/Bukt1 pembayaran lain yang sah dan bermetera, sesua, ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ber1aku 

11 I II I Jika transaks1 >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permmtaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengaturtentang 
pengadaan brang/jasa di desa 

121 II I J,ka transaksi >200.000.000 

dokumen lelang sesua, dengan peraturan bupab yang mengatur tentang pengadaan 

brang/Iasa dI desa 

1 2 c- =:JC_] Dilebgkap, bukti setor PPh Pasal 23 dan PPN 

1.1L ___ JC J Sewa tanah dab vangunan d1lengkap1 bukti setor PPH pasal 4 ayat (2) sebesar 10% bersifat 
final 

1,f--]17 Bukti transfer Jika nion tuna1 
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·, KUITANSI PENGB.UARAN DOKUM8'TASI 

Ada Tidak 

1 [ ___ _JI ! Tanda Bukt1 Pengeluaran Uang (Pnnted by S1skeudes) 

21 II I Nomor dan tanggal 

3[ II l Tul1san Nilai Nominal dengan angka 

4[ 11 Tulisan Nila1 Nominal dengan huruf 

~ L ____ J 
Ura,an Pembayaran 

ll c=--_J1 Ura,ar Kode dan Nam a Keg1alan 

--· 
1 ! ___ _JI Kode fi ekening BelanJa 

a 1~1 , ___ __J ' 
Tanda langan dan nama terang yang berhak mener,ma uanglterlampir 

9 I I J Tanda tangan yang me'Tlberi uang I kepala urusan keuangan 

DOKUMENTASI 
Ada Todak 

10[ __ ][==1 Nota/K'N1tans1/Bukt1 pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

I i L ____ JC_J J1ka transaks1>10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen perminlaan penawaran sesuai dengan peraluran bupati )'309 mengatur tenlang 
pengadaan brang/jasa di desa 

121 I J Jika transaksi >200.000.000 

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupab yang mengatur tenlang pengadaan brang/jasa 
di desa 

13[ I J D1lebg<api bukb setor PPh Pasal 23 

1~1 II I J1ka > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pas al 22 1,5% ber NP\/VP/3% tdk ber 
NP\/\,? 

1sL_JI I bukb d,,kumentasi 
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KUITANSI PENGELUARAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 

Ada Tldak 
1 [ ___ il I Tanja Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2c==r==i Nornor dan tanggal 

31 r-7 Tulisan Nilai Norninal dengan angka 

41 i I Tulisan Nilai ~ominal dengan huruf 

5 I I I Ura an Pembayaran 

61 I I Ura ran Kode den Nama Kegiatan 

1 L ! l Kode Rekening Belanja 

s I I I Tande tangan dan nema terang )'!Ing berhak menerima uengAer1ampir 

91 I I Ter«la tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan 

BB.ANJA JASA KOMUNKASI, SUMBER DAYA AIR DAN USTRIK 
Ada Tidak 

61 I I Rekening Telepon 

71 I I Rekening f,:jr 

Bl I I Rekening Lisbik 

9 j I I Rekening Kawat/Faxllnlemet 

101 ! I Buk1i Transfer Jika Non Tunai 
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KUITANSI PENGaUARAN LISTRIK aB<TRONIK 

Ada Tidak 
1 I L=:l Tanda Bukti Pengeluaran Liang (Printed by Siskeudes) 

2.c=:r=J Nomor dan tanggal 

31 L I Tulisan Nilai Nomnal dengan angka 

41 I I Tulisan Nilai Nomnal dengan huruf 

sl I I Uraian Pembayaran 

el I I Ura,an Kade dan Nama Kegiatan 

71 L_J Kade Rekening Belanja 

8 f l 1 Tanda tangan dan nama terang yang berhak menenma uangllerlampir 

91 II I Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan 

Al.AT ELEKTRONIK 
Ada Tidak 

10\ I =-:_J Nota/Kwitans1/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang bertaku 

I I [----i-==:J J1ka transaks1>10000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengaturtentang 
pengadaan brang/jasa di desa 

12[ Jc=] J1ka transaksI >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupab yang mengaturtentang pengadaan brang/Jasa di 
desa 

ill--][ -7 JIka > Rp 2 000 000,- dilengkapI SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber 
NPWP 

14[-~]c=J Bukb transfer JIka mon tuna, 
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KUITANSI PENGELUARAN DEKORASI 

Ada Tidak 
, I II I Tanda Bukti Pengek.Jaran Uang (Printed by Siskeudes) 

21 II I Nomor dan tanggal 

11 II I Tulisan N1lai Nominal dengan angka 

41 !I I Tullsan N1lai Nominal dengan hunJf 

sl 11 I U ·aian Pembayaran 
i 

6 f 
___ ] ___ ] 

'-ra,an Kade dan Nama KegIatan 

7 I II I Kade Rekenmg Belania 

Bi II I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uanglterlampir 

9 I 11 I Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan 

DEKORASi 
Ada Tidak 

101 II I t,ata/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesua, ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

11 1 ____ 71 I J1ka transaksi >10 0)0 000 s.d 200.000.000 
dakumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang 
pengadaan brang~asa di desa 

12j --]11 Jrka transaks, >200.:J00.000 

ookumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan 
b·ang/Jasa d1 desa 

13[ II I Dilebgkap1 buktI setor PPh Pasal 23 

14) II I J1ka > Rp 2.000.00C,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NP'M'/3% 
tck ber N PW" 

1 =I II I Iota has,I pekerJaan 
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KUITANSI PENGELUARAN BELANJA KORAN/MAJALAH 

Ada Tidak 
1 l __ _J[_ Tanda Bukti Pengeuaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2 I II I Nomor dan tangga, 

31 II I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

41 II I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

5f 11 I Ura,an Pembayara,, 

6./- -----]I I Ura,an Kade dan Nama Kegiatan 

71 II I Kade Rekenmg Be anJa 

8 I 11 Tanda tangan dan nama terang yang berhak menenma uang/terlamp,r 

9 [ __ _JI Tanda tangan yang memben uang / kepala urusan keuangan 

~NJA KORANAVIAJALAH 
Ada Tidak 

101 ____ ]1 I Nota/Kw1tans1/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermetera, sesua, ketentuan peraturan 
perundan-~-undangan yang berlaku 

111-· I I J1ka transaks1 >10.000.000 s.d 200.000 000 
dokumen permmtaan penawaran sesuaI dengan peraturan bupati yang mengaturtentang 
pengadaan brang/Jasa di desa 

12 I 11 I J1ka transaksi >20C, 000 000 
dakumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengaturtentang pengadaan 
brang/Jasa dI des a 

13 I II I JIka > Rp 2 000.000 - dilengkapI SSP PPN 1C% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk 
ber NPWP 

I 41 II I Bukt, transfeqika rion tunai 
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KUITANSI PENGELUARAN BB.ANJA MODAL 
- .. ----------

Ada Tidak 
1 I I I Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2.L=:Jc=I tfomor dan tanggal 

3[-.:=JL l ~ ulIsan Nilai Nominal dengan angka 

4.Li=:J ~ulisan Nilai Nominal dengan hunJf 

s_ f I I Ura1an Pembayaran 

'i ! --- -- _ J[ ___ J Ura1an Kode dan Nama Keg1atan 

•• i 

I • 
------r----1 

Kode Reken1ng Belanja 

8 / ___ JC:J ·anda tangan dan nama terang yang berhak menerrma uang/lerlamptr 

9 L__][ __ J Tanda tangan yang memben uang/kepala urusan keuangan 

BRANJA MODAL 
Ada Tidak 

10L]c=J Nota/Kw1tansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuaI ketentuan peraturan perundang-

rJndangan yang berlaku 

111 i I J1ka transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permmtaan penawaran sesuaI dengan peraturan bupati yang mengatur entang pengadaan 

orang/Iasa dI desa 

12LJLJ JIka transaksi >200.000.000 

:Jokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan brang/jasa di desa 

131 11 I 
J1ka > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pas al 22 1,5% ber NPV>.P/3% tdk ber NPWP 

14 I II I Bukti transfer Jika rnon 1llnaI 
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KUITANSI PENGB.UARAN BB.ANJA PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI 

Ada Tidak 

1 I I I Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2c:=r::=J NCJTior dan tanggal 

3 1 I I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

41 I I Tuisan Nilai Nominal dengan huruf 

s.j I I Uraian Pembayaran 

a I I I Uraian Kode dan Nama Kegiatan 

1.1 I I Kode Rekening Belanja 

Bl I I Tanda tangan dan nama terang yang bertiak menerima uang/lertampir 

91 I I Tanda tangan y;ing memberi uang / kepala urusan keuangan 

BB.ANJA PENYEllAAH JMA TENAGA TBOIS DAN AmNSTRASI 
Ada Tldak 

Kl I I SK Kepala Desa 

111 I I Daftar Hadir 

1s.c:=:r==--i Daftar Penerimaan 

19.c:::=i_---=:] SSP PPh Psi 21 

34 



KUITANSI PENGELUARAN BB.ANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/LUAR DAERAH 

Ada Tldak 
1 I I I Tanda Bokli Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2 1 I I Nomor dan tanggal 

3I I I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4I i I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s1 I I Uraian Pembayaran 

6! i I Ura,an Kode den Nam a Kegiatan 

71 I =i Koda Rekening Belanje 

sj I I Tanda langan den nama lerang yang berhak menerima uang/ler1ampir 

gc:=r..=i Tanda langan y.mg memberi uang / kepala urusan keuangan 

BB.ANJA PERJALANAN OINAS DAL.AM ~UAR llAERAH 
Ada Tidak 

" u I Surat Penntah Pe~alanan Dinas (SPPD) 

7 I I Daftar Perincian Penenmaan SPPD 

8 Tiket/Karos Kendaraan Umum/Kereta l'pi/Pesawat 
Terbang/Kapal 

9, n I Nola Pe1ginapan 

rn I I I Nola BEIM unbJk Kendaraan Dinas/Pribedi 

111 I I Laporan Hasil Perjalanan Oines 

Untuk pe~alanan dmas khusus studi banding dilambah dengen· 

"l C:J Surat ptcrmohonan unbJk melaksanekan stud, banding ke inslansi yang akan dituju 

13[ i I Surat,awaban dari mslansi yang ekan dibJju 

i4L:==r==J 
Keterangan : Pembayaran dlseaualkan dangan 
real/ kenyataannya ( Transport PP, Penglnapan dlQ 
serta perjlnan dlnas dalsm daerah dlses .. lkan dg 
standllrlsasl harga 
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KUITANSI PBIIGB.UARAN JASA SERVIS 

Ada Tidak 
1 I II~ Tanda Buktr Pengeluaran Uarg (Printed by Siskeudes) 

2 [-7r=J Nomor dan tanggal 

3 [:==Jc:=] Tulrsan Nilai Nominal dengan angka 

4 [ I' j T ulrsan Nila, Nominal dengan huruf 

5 , ........ Jc:=J Ura,an Pembayaran 

6 c_:_jr-·------···--1 Ura1an Kode dan Nama Kegiat:an 

7 C7r--::=:7 Kode Reken,ng BelanJa 

8 I le:=] Tanda tangan dan nama terang yang berhak mer.enma uang/terlampir 

9 [=7c==J Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan 

JASA SERVICE 
Arla Tidak 

10[· Ir=] Nota/Kw1tans1/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermetera, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

11 [ [ J Jika transaKsr > 10 000 000 s.d 200.000 000 
dokumen permrntaan penawaran sesuar dengan peraturan bupati yang mengaturtentang 
pengadaan brang1asa di desa 

12[--7r==J Jrka transaksi >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan brang/jasa di 
desa 

13 [ _ _j[ j Dilebgkapr bukti setor PPh Pasal 23 

14 j---7[==:J Jrka > Rp 2 000 000.- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPM'/3% tdk ber 
NPWP 
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Ada Tidak 
I c--·,[-, L _ __..1 _____ _J 

2.["""7C7 

3 c--·-11 -1 

4. CJCJ 
5- 'CJ 
6.1__ ][_ J 
7f ___ 7c=J 

8 1 ·-]1·- ·1 

9 CJCJ 

SUKU CADA!:IQ 
Ada Tidak 

10CJCJ 

11C==:JC==:J 

KUITANSI PENGRUARAN PENGGANTIAN SUKU CAOANG 

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by S iskeudes) 

Non10r dan tanggal 

Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

T ulisan Nilai Nominal dengan huruf 

Uratan Pembayaran 

Ura,an Kode dan Nama Keg,atan 

Kode Rekening Belanja 

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/ter1ampir 

Tanda tangan yang memben uang / kepala urusan keuangan 

Nota/Kw1tans1/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesua, ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

J1ka transaksI >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permmtaan penawaran sesua, dengan peraturan bupab ~ang mengaturtentang 
pengadaan brang/jasa di des a 

12c:=Jc:=J Jtka transaks, >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengaturtentang pengadaan brangljasa di 
desa 

13 c=]c=J Jika > Rp 2 000 000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber 
NPWP 

1 4 c=Jc=J Bukt1 ..-ansfer Jika nion b.mai 
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KUITANSI PENGELUARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS 

Ada Tidak 

1 c::==Jc::==J Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2. c::==Jc::==J Nomor dan tanggal 

3. c::==Jc::==J Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4. c::==Jc::==J Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

5. c::==Jc::==J Uraian Pembayaran 

6. c::==Jc::==J Uraian Kode dan Nam a Kegiatan 

7. c::==Jc::==J Kode Rekening Belanja 

8 c::==Jc::==J Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uanglterlampir 

9 c::==Jc::==J Tanda tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

BELANJA BAHAN BA KAR MINYAK/GAS [)\N PB.UMAS 

Ada Tidak 

6. c=Jc=J Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku 

11 c=Jc=J Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan 
brang~asa di des a 

12c=Ji==J Jika transaksi >200.000.000 

> Rp.50.000.000,- dilampiri negosiasi tertulis sesuaikan dengan Perbup Pengadaan barang dan jasa 

13c=Jc=J Alas pembelian pelumas diatas 2 juta dikenakan ppn dan PPh pasal 22 



KUITANSI PEMBAYARAN JASA KIR 

Ada Tidak 

11 I I Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) 

2• I I I Nomor dan tanggal 

31 i I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

41 I I Tulisan Nilai Nominal dengan huruf 

s.1 I I Uraian Pembayaran 

61 I I Uraian Kode dan Nama Kegiatan 

71 i I Kade Rekening Belanja 

81 i I Tanda tangan dan nama lerang yang berhak menerima uangllerlampir 

91 i I Tanda tangan yang me111beri uang /kepala urusan keuangan 

EB.ANJA JASA KIR 

Ada Tldak 

61 I I Nota/Bukti Pembayaran 

71 i I Bukti KIR 

a I I I Daftar kendaraan yang dikir 
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KUITANSI PEMBAYARAN BB.ANJA ALAT KEBERSIHAN 

Ada Tldak 
1.j I I Tanda Bukti Pengeluaran Liang (Printed by Siskeudes) 

2.: II I Nomor clan tanggal 

3. I ~ I Tulisan Nilai Nominal dengan angka 

4j I I Tulisan Nilai Norqinal dengan huruf 

sr- I I Ura1an Pembayaran 

61 I I Uraian Kade dan Nama Kegiatan 

71 I I Kade Rekenmg Belanja 

Bl I I Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uangAer1ampor 

91 I I Tanda tangan yang memberi uang I kepala urusan keuangan 

SUKUCAOANG 
Ada Tidak 

10[ I J Nota/Kwitans11Buktl pembayaran lam yang sah dan bermetera, sesua, ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku 

1 ·, L _____ L ___ J J,ka transaks, >10.000.000 s.d 200.000.000 
dokumen perm,ntaan penawaran sesua, dengan peraturan bupall yang mengawrtentang pengadaan 

brang~asa di desa 

121 I I J1ka transaksi >200.000.000 
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengaturtentang pengadaan brang/jasa di 

desa 

13 I I Jika > Rp 2 000 000,- d1lengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1.5% ber NP\11/P/3% tdk ber 

NPWP 

11 --r·---, Bukt1 transfer Jlka nian tuna, 
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l!I. RINCIAN m;sARAN ALOKASI DANA ::JESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2024 

NO KECAMATAl'i / DESA RIIICIAJ'f ADD PER 
TAHAPI TAHAP II DESA TAHAPIII TAHAPIV 

·-- ~ 

l KA1'i DAl'i G SERAl'I G 
j t(les.rm :033.379.000 145. 719. 750 129.219.750 129.219.750 129.219.750 
~: Bodas 512.097.000 139.649.250 124.149.250 124.149.250 124.149.250 

W- G~rr.bong 550.681.750 150.796.000 133.295.250 133.295.250 133.295.250 

' 
·1 SukJharic, 526.492.750 142.498.750 127.998.000 127.998.000 127.998.000 
,-) Garungwiyoro 521.289. 750 •-· 141.198.000 126.697.250 126.697.250 126.697.250 
() B·..;,bnk 422.915.750 115.104.500 I 02.603. 750 102.603.750 102.603.750 
7 Bo1anQkoneng 433. 702.250 118.550.750 105.050.500 105.050.500 105.050.500 

! 8 Luragung 512.555.000 139.763.750 124.263.750 124.263.750 124.263.750 
' h:dn.Jangscrar1g 329.369.000 90.217.250 79.717.250 79.717.250 79.717.250 

' j(J Wangkel011g 483Al2.000 131. 728.000 117 .228.000 117 .228/)00 1 1 7 .228.000 

' 

I; Lambur 443.964.750 121.116.750 107.616.000 107.616.,)00 107.616.000 
i >: !',_ijur 446.488.000 122.497 .000 107.997.000 I 07. 997 .000 107.997.000 

' ' fr ~Ii 1rna:-1 S34.764 000 I 46.066.000 129.566.000 129.566.000 129.566.000 

' i\ -tranP~onJang ·l.12.711.250 
'---· 

117.553.000 105.052.750 105.052.750 105.052.750 
i [I P Al'illl GOARAl'I - - - -
i i Wer~11 537.746.750 146.812.250 130.311.500 130.311. 500 130.311.500 

i ' WinJuaii 457.405.250 124.476.500 110.976.250 110.976.250 110.976.250 
-·--:-\-

l\ran,lcg:a,1 J9l.734.000 106.558.500 95.058.500 95.058.500 95.058.bOO 
; i L11mencng 609.016.750 165.129.750 147.629.000 147.629.DOO 147.629.000 

l 
Tang_gcran i .-, 476.827.750 130.082.500 115.581.750 115.581. 750 115.581.750 

b Kaliboia 487.244.250 133.436.250 117.936.000 117. 936. DOO 117.936.000 
I 'i Kalbmbo 386.516. 750 105.254.750 93.754.000 93.754.:>00 93.754.000 
i ,'5 fiotosari 496.892.000 ,-- 135.848.000 120.348.000 120.348.DOO 120.348.000 
I CJ i:Sawan~an 440.311.750 119.453.500 106.952.750 106.952. 750 106.952.750 

f 10 P,3,ninll~a.ran 505.316.250 137.954.250 122.454.000 122.454.000 122.454.000 
l )crnrvanf; 566.308.500 154.702.500 137.202.000 137.202.000 137.202.000 

' ··--
f i-.iotow..1wanR 
•---···__\• 

17:J. 086. 500 128.397 .000 114.896.500 114.896.500 114.896.500 

... tL:::.!!:l)cl[lf?_g('lU 11 .,83.582.250 159.020.750 I 41.520.500 141.520.500 141.520.500 

' , r" n · l~".(, 472.:,34.250 129.008.750 114.508.500 114.508.500 114.508.500 
_::·:-: Ji-:.f.'.(iagunh 449.288.000 123.197.000 I 08.697 .000 108.697.000 108.697.000 

I Ii I LEBAKBARANG - - - -------
: ; ~-rr_b~~;an.K,gunu11~: 355.599.500 96.775.250 86.274.750 86.274.750 86.274.750 

2 Pamutuh 373. 998.000 102.124.500 90.624.500 90.624.500 90.624.500 ------
'l)q;ok 306.242.250 83.685.750 74.185.500 74.185.500 74.185.500 ., Wonosido 335.894.250 91.848.750 81.348.500 81.348.500 81.348.500 

~~ Timban~sari 335.004.500 91.626.500 81.126.000 81.126.000 81.126.000 
(l S1domulyo 416.071.000 113.392.750 100.892.750 100.892.750 100.892.750 
7 Kutorembet 373.423.500 101.981.250 90.480.750 90.480.750 90.480.750 -
,c; L.ebakbarang 459.029.000 125.632.250 111.132.250 111.132.250 111.132.250 
') Kar:undutan 309.201.750 84.426.000 74.925.250 74.925.250 74.925.250 
JO bar:tar Kulon 307.004.250 83.876.250 74.376.000 74.376.000 74.376.000 
l i Mendolo 401.428.750 109.732.750 97.232.000 97.232.000 97.232.000 ,. 
rv PETUIIGKRIYONO - - -

'·- i :~mH'WJ 433.639.750 118.535.500 105.034.750 105.034.750 105.034.750 
2 SongJsodadi 415.572.000 114.018.000 100.518.000 100.518.000 100.518.000 
.1 Curugmuncar 387.819.750 !05.580.500 94.079.750 94.079.750 94.079.750 
I (Jumclem 296.956.000 80.614.000 72.114.000 72.114.000 72.114.000 

i logohcndro 504.456. 750 138.489.750 121.989.000 121.989 000 121.989.000 
f, Yosoreio 427.112.250 116. 903.250 103.403.000 103.403000 103.403.000 
7 Tiogooakls 526.096.250 143.899.250 127.399.000 127.399.000 127.399.000 
8 KaE-imoar 391.023.750 107.131.500 94.630.750 94.630.750 94.630.750 
9 Ka,upuring 429.102.250 117.400.750 103.900.500 103.900.500 103.900.500 
V TALUJII - - - -
l Mesoyi 411.362.500 112.216.000 99.715.500 99.715.500 99.715.500 
2 ,Jolotigo 429.058.750 116.640.250 104.139.500 104.139.500 104.139.500 
:i Seurare 526.127.750 143.157.500 127.656.750 127.656.750 127.656.750 
4 Donowanl711n 453.139.000 123.409.750 109.909.750 109.909.750 109.909.750 
5 Tab.n 348.532.000 95.008.000 84.508.000 84.50S.OOO 84.508.000 
6 Ban1arsan 376.025.000 102.631.250 91.131.250 91.131.250 91.131.250 
7 Kalirejo 378.523.500 103.256.250 91.755.750 91.755.750 91.755.750 
8 Batursan 336.261.500 91.940.750 81.440.250 81.440.250 81.440.250 
9 Karangasem 403.027.500 110.132.250 97.631.750 97.631.750 97.631.750 
10 Krcmpeng 363.416.000 99.479.000 87.979.000 87.979.000 87.979.000 
V1 DORO - - - -
1 Pun11:an11:an 368.226.750 100.682.250 89.181.500 89.181.500 89.181.500 
2 Sioohario 366.385.500 100.221.750 88.721.250 88.721.250 88.721.250 
3 Lemahaban11: 429.940.000 116.860.000 104.360.000 104.360.000 104.360.000 
4 Rogoselo 399.398.750 108.475.250 96.974.500 96.974.500 96.974.500 
5 HacJosan 401.059.250 109.640.000 97.139.750 97.139.750 97.139.750 
6 Lo.nkan 338.759.500 92.565.250 82.064.750 82.064.750 82.064.750 
7 Sawang,m 404.014.250 110.378. 750 97.878.500 97.878.500 97.878.500 
8 Do:-orejo 378.659.000 103.289.750 91.789.750 91.789.750 91.789.750 

I ') Doro 422.706.750 115.802.250 102.301.500 102.301.500 102.301.500 

r i (; Ra.1dusari 362.530.500 99.258.000 87.757.500 87.757.500 87.757.500 

' I! k:\itosar-i 392.467.500 105.992.250 95.491.750 95.491.750 95.491.750 

12 Wringinrurung 379.915.250 103.604.000 92.103.750 92.102.750 92.103.750 

l 13 Ka~imoiosari 385.816.750 105.079.750 93.579.000 93.579.000 93.579.000 
i·-♦ Hligore.10 440.220.750 120.180.750 106.680.000 106.680.000 106.680.000 



· VII KARANGAJIYAR 
Ciut.omo 405.687.250 110.797.000 98.296.750 98.296.750 98.296.750 
Lunbarlgan 375.703.750 102.551.500 91.050.750 91.050.750 91.050.750 
KaranR]mr.dang 363.586.500 99.522.000 88.021.500 88.021.500 88.021.500 
Lo)on~ 343.332.750 93.708.750 83.208.000 83.208.000 83.208.000 
Pcdawang 430.202.250 116.925.750 104.425.500 104.425.500 104.425.500 
Pododadi -\30.016.250 117.629.250 104.129.000 104.129.000 104.129.0llO 

' l;gokalon~ 45i.29l.250 122.948.000 109.447.750 109.447.750 109.447.750 
" Karangsari 439.286.750 ; 19.947.250 106.446.500 106.446.500 106.446.500 
' Ku\u 403.058.500 } 10.140.000 97.639.500 97.639.500 97.639.500 

1,J Baniare10 374.672.750 102.293.750 90.793.000 90.793.000 90.793.000 
I l Wonosan 429.103.500 117.401.250 103.900.750 103.900.750 103.900.750 
i 2 Sokosari 406.592.750 · 11 023 750 98 523 000 98 523 000 98 523 000 

'-:-,-=1-rc;""·,c.-,ct""'orr-'-1'"'"u':-k--,ti-----+----=3-:-9-=-3'=_1"'2.::6.:.;_7:-:5:-:o+----';'=o-=1"':o'-'5c:=7::,:2=-'5'-'o+--......;9'"'5"':5:::5:.:6:.:c::::.50::.:o::+---9::.;5::.;:.:::5:.55::.:::.::50=0-1---_;;9.:::5:;;:5::5::::6::.::5:::o:::o:...i 

1-1 Kayugerita,1 4-35.470.500 ]32.993.000 117.492.500 117.492.500 117.492.500 
13 Kutosari 1 333.440.750 91.235.750 80.735.000 80.735.000 80.735.000 

' vm KAJEl'I 
L,;i,bakrou 428.808.750 117.327.750 103.827.000 103.827.000 103.827.000 - --·---t:-:-,--,-------i------:-=--::-::-::-::-=::::--+-----,-;:--:-'::-=-='-::-=::-i-----:'-::-=-'::~=':+---:-':-='-=-:;c,-;.:::=-:+--.c.::.::,;;::;.:,.:.;:..::,.::-1 

, __ -:-2--tc-K_u_to_r~oJ_o-,---, ____ _, ___ 4-=5-=3...,.9,...6-::7,--.7::-:5:--:0c+----,-,12:--:4:-.3-:--6::-:7:-.c:-500=+----10:-9:-._86..,.6_ . .,.7_5_0+----1..,.0..,.9...,.8...,6_6...,.7 __ 5-'0-+----'1'--'0'-'9-'-.8'-'6'--'6'-'-.7'-5'-'0'-i 
: Lmeeoasri • 400.347.500 109.462.250 96.961.750 96.961.750 96.961.750 ·-·---"----+==:::.:..:-----+--__:_::=:...:..:..=:::.+---....:..:C.:C:..:.:::.=..:.='-l----__.::..:=::.:.:.:~-+---....::::=~=-1---...:'..:!~.!.:..!..::::::...i 

, i<1 ,·ngkolang , 334.378.000 91.469.500 80.969.500 80.969.SOO 80.969.500 
_ -~ J.L'~:11~3ur11· 

,; l~~okovo3,o 

." ! Smangohorendcng 

! , 
1 Prkiringanageng 

1 
; l Sabarwm1R1 

' I 2 Kal1Joyo 
13 Wonoreio 
14 Pekiringanalit 
15 Kutorejo 
16 Nrnmok 

, 17 TanJunllkulon 
j l 8 Taniungs..41 
i 19 Gejlig 

I 20 KebonaITTJJlR 
2 1 SaJ11lkanjoyo 
J 2 Sclil 
L:3 Sambirot.o · · 
L4 Rowolaku 
IX KESESI 
I Windurojo 
2 U iunoneimro 
3 Brondong 
4 Podosari 
:, Kwascn 

: b Langensari 
I 7 ,lagung 

I 9 Kararrgre· o 

1 
__ , () Ka.rvomur<ti 

1 Kesesi 
·. 2 Srinaharr 
:3 Krubahan 
. ,1 Watuoavum, 
.5 K:-andon 
: 6 Ponolawen 
17 Kalimade 
18 S1domulvo 
l 9 S•Jkorejo 
20 S:dosari 
21 Mulyorejo 

i 1 Ketanonageng 

.131.071.500 91.143.250 80.642.750 80.642. 750 80.642.750 
114.981.000 l 13.870.250 100.370.250 100.370.250 100.370.250 
369.781.250 LOl.070.500 89.570.250 89.570.250 89.570.250 
337.457.000 92.239.250 81.739.250 81.739.250 81.739.250 
364.733.500 99.808.750 88.308.250 88.308.250 88.308.250 
500.602.250 [36.775.750 121.275.500 121.275.500 121.275.500 
346.588.750 94.522.750 84.022.000 84.022.000 84.022.000 
433.980.500 '.18.620.500 105.120.000 105.120.000 105.120.000 
363.816.000 99.579.000 88.079.000 88.079.000 88.079.000 
432.590.750 118.273.250 104.772.500 104.772.500 104.772.500 
352.251.750 95.938.500 85.437.750 85.437.750 85.437.750 
426.036.500 116.634.500 103.134.000 103.134.000 103.134.000 
337.463.000 92.240.750 81.740.750 81.740.750 81.740.750 
403.814.250 110.328.750 97.828.500 97.828.500 97.828.500 
502.487.750 136.497.500 121.996.750 121.996.750 121.996.750 
498.656.000 136.289.000 120.789.000 120.789.000 120.789.000 
395.223.250 108.181.000 95.680.750 95.680.750 95.680.750 
480.932.250 131.108.250 116.608.000 116.608.000 116.608.000 
478.228.000 130.432.000 115.932.000 115.932.000 115.932.000 
384.784.000 104.821.000 93.321.◊00 93.321.000 93.321.000 

489.256.250 
408.602.750 
373.754.500 
389.442.000 
t..42.696.250 
381.243.500 
349.641.500 
335.064.500 
366.049.000 
317.174.750 
473.472.750 
343.815.750 
368.618.750 
335.375.500 
408.047.750 
369.727.500 
401.505.250 
354.902.500 
371.794.250 
400.217.750 
349.372.250 
402.030.000 
40 1. 566. 500 

132.439.250 
111.526.250 
102.064.000 
105.985.500 
120.799.250 
103.936.250 
95.285.750 
91.641.500 
98.637.250 
86.419.250 

129.993.750 
93.829.500 

100.780.250 
91.719.250 

111.387 .500 
101.057.250 
109.751.500 
96.601.000 

101.573. 750 
109.430.000 
95.218.250 

109.882.500 
109.767.000 

118.939.000 
99.025.500 
90.563.500 
94.485.500 

107.299.000 
92.435.750 
84.785.250 
81.141.000 
89.137.250 
76.918.500 

114.493.000 
83.328.750 
89.279.500 
81.218.750 
98.886.750 
89.556.750 
97.251.250 
86.100.500 
90.073.500 
96.929.250 
84.718.000 
97.382.500 
97.266.500 

118.939.000 
99.025.500 
90.563.500 
94.485.500 

107.299.000 
92.435.750 
84.785.250 
81.141000 
89.137.250 
76.918.500 

114.493.000 
83.328.750 
89.279.500 
81.218.750 
98.886.750 
89.556.750 
97.251.250 
86.100.500 
90.073.500 
96.929.250 
84.718.000 
97.382.500 
97.266.500 

118.939.000 
99.025.500 
90.563.500 
94.485.500 

107.299.000 
92.435.750 
84.785.250 
81.141.000 
89.137.250 
76.918.500 

114.493.000 
83.328.750 
89.279.500 
81.218.750 
98.886.750 
89.556.750 
97.251.250 
86.100.500 
90.073.500 
96.929.250 
84.718.000 
97.382.500 
97.266.500 

336.827.000 92.081.750 81.581.750 81.581.750 81.581.750 
I- ..._' kncan 320.865.250 87.341.500 77.841.250 77.841.250 77.841.250 

ilulaksan 492.107.750 133.902.500 119.401.750 119.401.750 119.401.750 
I Sumublcr -\41.773.750 120.569.000 107.068.250 107.068.250 107.068.250 
:, Sumubkldul 393.199.000 106.924.750 95.424.750 95.424.750 95.424.750 
(; Kahjamhc 502.202.750 137.176.250 121.675.500 121.675.500 121.675.500 
7 Purworeio 429.654.750 116.789.250 104.288.500 104.288.500 104.288.500 
8 Kedungjaran 439.691.500 120.048.250 106.547.750 106.547.750 106.547.750 
9 Kluniukan 351.671.750 95.793.500 85.292.750 85.292.750 85.292.750 

1--1'...:l:...l +Gc::e_:::ban="='l<e;:.:re:.1,o:__ ___ 4-__ ...;6::.::0:.::5:.:..9::.;0::.::8:.:..7:.,;5::;0::+---=-16:-'3:-' . .::85;,;2;,;·-;,7.::50=-+ __ _;;.l::-47c--.'::3::c5::-2.'-::000:-;: ➔------'1_4_7...,.3 __ 5_2_.oooc..c....c-+----1..,4,...7_.3,...5,...2c--.000=:-1 
J; f'urwodarli 377.694.750 102.299.250 91.798.500 91.798.500 91.798.500 
12 Bulakoelem 469.195.500 128.174.250 113.673.750 113.673.750 113.673.750 
l'.J Tegalsuruh 392.681.250 107.545.500 95.045.250 95.045.250 95.045.250 
14 Krasaka,e;eng 464.198.500 126.175.000 112.674.500 112.674.500 112.674.500 
15 Si1eruk 368.512.000 100.003.000 89.503.000 89.503.000 89.503.000 

• ·1,::.., -+1~c.::.g,al=on:_t_:,.r _____ +----'3::;9::.::4:.:._:::.56.:.:7:.:_.:.50.;:.o=+---=-10-=-8"'."'o_,;.1=7_'=2'=5-=o+-----::9-=5'=_5cc1-,:-6--,_7:-:5:-:0+---::9:-::5c-:_5::--:1;--;6c-:.7:;:5=-:0::-t-----:9=-:5=-_-;:-5";"'.16;;-.-;;7-:=50~ 



---
:;.r 1 BOJONG - - - -
I Bukur 376.025. 750 102.632.000 91.131.250 91.131.250 91.131.250 . KaLoancur 490_531.250 133.508.000 119.007.750 119.007.750 119.007,750 -
,, 
l 

' 
Sumurjomblan,<bo,<o 462.558.500 125.765_000 112.264.500 112-264.500 112.264.500 

4 Pantianom 315.386.750 85.972.250 76.471.500 76.471.500 76.471.500 
.:) Randumuktiwaren 608.614_750 166.779.250 147.278.500 147.278.500 147.278.500 

i 6 Legokclile 345.849.500 94.337.750 83.837.250 83.837.250 83.837.250 
7 Boi•:>nuwetan 37 i.255.500 101.439.250 B9.938.750 89.938.750 89.938.750 I 

I 
.-3 Wani!,andowo 398.418.000 108.979.500 96.479.500 96.479.500 96.479.500 
l Duwet 315.921.250 86.105.500 76.605.250 76.605.250 76.605.250 

i i I) Ketitanukidul 310.058.500 84.640_000 75.139.500 75.139.500 75.139.500 
ii Mcnjangan 427.213.750 116.179.000 103.678.250 103.678.250 103.678.250 

) i Ketitano:lor 309.805.750 84.577.000 75.076.250 75.076.250 75.076.250 
; ,) hcj,Jsari 310.961.250 84.865.500 75.365.250 75.365.250 75.365.250 

I j4 Bo,onruor 4 I 0. 730.000 112.057_500 99-557.500 99.557.500 99.557.500 I 

15 Boj on l!minl!l1'lr 373. 751.500 I 02.063.250 90.562.750 90.562_750 90.562.750 
l(J W1roditan 355.440.500 ·- 96.735.500 86.235.000 86.235.000 86.235.000 
17 Kcmasan 353.243_750 96.186.500 85.685.750 85.685.750 85.685.750 

l ill Jaiarwavan2 377,913.000 103.103_250 91.603.250 91.603.250 91.603.250 
! 19 Babalanlor 389.391.000 105.972.750 94.472.750 94.472.750 94.472.750 

! 20 Babalankidul 352.079.750 95.895.500 85.394.750 85.394.750 85.394.750 
I ]1 Karaniisari 3 I 9.029.250 86.882.500 77.382.250 77.382.250 77.382.250 
I 22 Se□bungjambu 435_022.500 118.131.000 105.630.500 105.630.500 105.630.500 

XII WOIIOPRIIIGGO - - - -
I Jetakkidul 385.411.250 104.978.000 93.477.750 93.477.750 93.477.750 

i 2 Sastrodirian 354. 153.250 96.413.500 85.913.250 85.913.250 85.913.250 
I .-i Le"°ki,unung 382.510.250 104.252.750 92.752.500 92.752.500 92.752.500 

4 Galanuneniiamnnn 4"2-024.000 120.631.000 107.131.000 107.131.000 107.131.000 
5 Kwagean 346_375.500 94.469.250 83.968.750 83.968.750 83.968.750 
6 Getas 349_612.000 95.278.000 84.778.000 84.778.000 84.778.000 
7 Rowokembu 404.398.750 110.475.250 97.974.500 97.974.500 97.974.500 

I 8 Wonoprin220 316.900.250 86.350.250 76.850.000 76.850.000 76.850.000 
I 9 Sampih 303.551.000 83.012.750 73.512.750 73.512.750 73.512.750 i 

lO Gondan,;i 324.189.250 88.172.500 78.672.250 78.672.250 78.672.250 
i ' Wonorejo 365.844.500 100.086.500 88.586.000 88.586.000 88.586.000 - ' 

:2 Jetakleni!kong 305.056.750 83.389.750 73.889.000 73.889.000 73.889.000 
! 13 Pei:adentenus,11 348.301.750 94.951.000 84.450.250 84.450.250 84.450.250 
I 14 Surobayan 309.828.000 84.582.000 75.082.000 75.082.000 75.082.000 i 

\ XIII KEDUIIGWUIIJ - - - -
. l Rowocacing 313.684.500 85.546.500 76.046.000 76.046.000 76.046.000 

2 Laniikao 373.095.250 101.899.000 90.398.750 90.398.750 90.398.750 
0 Pajom blangan 342.266.500 93.442.000 82.941.500 82.941.500 82.941.500 
,l Tooaran 371.476.250 101.494.250 89.994.000 89.994.000 89.994.000 
Cj Pakisputih 339.262.500 92.691.000 82.190.500 82.190.500 82.190.500 
6 Kedunuoatangewu 339.571.750 92.768.500 82.267.750 82.267.750 82.267.750 

i 7 Podo 374. 189.250 102.172.500 90.672.250 90.672.250 90.672.250 
i 8 Kwayangan 322.484.250 87.746.250 78.246.000 78.246.000 78.246.000 

'.) Pn,to 355.485.000 96.746.250 86.246.250 86.246.250 86.246.250 
: 10 Salakbroio 416.129.000 113.407.250 100-907.250 100.907.250 100.907.250 

1 I Arr.bokcmbang 424.327.500 115.457.250 102.956.750 102.956.750 102.956.750 
12 Tanukiltengah 379.887.750 103.597.500 92.096.750 92.096.750 92.096.750 

f 
13 Tanl!kilkulon 368.114.250 100.653. 750 89.153.500 89.153.500 89.153.500 
14 Ka-anR:dowo 376.158.750 102.665.250 91.164.500 91.164.500 91.164.500 

I 15 D wrano:an 325.010.500 88.378.000 78.877.500 78.877.500 78.877.500 I 

l_ l6 Re:1iias 386.084.500 105.146.500 93.646.000 93.646.000 93.646.000 
, JCIV BUARAB - - - -
I i Coprayan 322.826.250 87.831.750 78.331.500 78.331.500 78.331.500 
I 2 Wc,novoso 315.497.000 85.999.250 76.499.250 76.499.250 76.499.250 

.1 Pa:.-<:umbulan 364.124.750 98.906.750 88.406.000 88.406.000 88.406.000 
·! Wutusalam 331.885.250 90.096.500 80.596.250 80.596.250 80.596.2~ 

I 5 Simbano:wetan 320.960.000 87.365.000 77.865.000 77.865.000 77.865,0')() 
(, Kertiiavan 367.329.000 99.707.250 89.207.250 89.207.250 89.207.250 
7 Paweden 347,858.750 94.840.250 84.339.500 84.339.500 84.339.500 

xv TIRTO - - - -
l Wuled 339.413.000 92.728.250 82.228.250 82.228.250 82.228.250 
2 N""lian 316.977.750 86.370.000 76.869.250 76.869.250 76.869.250 

3 Pandanarum 354.706.000 96.551.500 86.051.500 86.051.500 86.051.500 
4 Karaniianvar 339.749.500 92-062.750 82.562.250 82.562.250 82.562.250 

) Silire.10 397.094.750 107.899.250 96.398.500 96.398.500 96.398.500 
fl Pucung 325.116.500 88,404.500 78.904.000 78.904.000 78.904.000 

I 7 De.direjo 433.034.750 118.384.250 104.883.500 104.883.500 104.883.500 
i 8 Sidon~io 403.441.250 109.485.500 97.985.250 97.985.250 97.985.250 

\ g Cuug 339.511.000 92.752.750 82.252.750 82.252.750 82.252.750 

10 Taniung 297.580.000 80.770.000 72.270.000 72.270.000 72.270.000 

l l Samborejo 412.962.000 111.865.500 100.365.500 100.365.500 100.365.500 

12 Pocar 346.255.250 94.439.000 83.938.750 83.938.750 83.938.750 

13 Ks.rangjomno 384.565.000 104.766.250 93.266.250 93.266.250 93.266.250 
14 Tel(aldowo 385.436.250 104.984.250 93.484.000 93.484.000 93.484.000 

15 Mulyorejo 352.691.500 95.298.250 85.797.750 85.797.750 85.797.750 

16 Jeruksari 400.615.500 109.529.250 97.028.750 97.028.750 97,028.750 



XVI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

XVII 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

XVIII 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

XIX 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

WIRADESA 
Kadi paten 347.032.750 
Delegtukanp; 304.769.500 
Karanlri ati 313.071.250 
Petukanp;an 312.170.500 
Wiradesa 437.958.750 
Warukidul 341.934.250 
Bondansari 414.517.250 
Warulor 315.513.250 
Karn pi! 376.908.000 
Kemplonp; 313.678. 750 
Kauman 315.546.000 
SIWALAN 
Meiasem 321.598.000 
Wonosari 344.848.500 
Tenp;enowetan 590.375.000 
Tuniunp;sari 400.385.500 
BlimbinRWUluh 426.383.250 
Pait 572.653.500 
Tenp;enukulon 381.973.250 
Rembun 463.336.500 
Yosoreio 406.031.000 
Siwalan 492.894.250 
Bovoteluk 412.573.000 
Depok 347.704.250 
Blacanan 390.939.500 
KARANGDADAP 
LoRandeng 350.217.500 
Jreben2kembanR 479.839.500 
P~011menganmas 490.836.750 
Kedumzkebo 436.562.250 
Kaligawe 391. 783.250 
Karangdadap 448.390.000 
Kalilembu 379.818.500 
Pan,zkah 337.037.750 
Kebonrowopucang 511.916.750 
Kebonsari 446.454.500 
Pegandon 408.047.500 
WONOKERTO 
Werdi 380.166.000 
Rowo_yoso 383.281.500 
Bebe! 399.714.750 
Wonokertowetan 320.487.750 
Siiarnbe 335.750.500 
Pesan,nrrahan 318. 77 4.000 
Pecakaran 343.499.250 
Api-api 383.679.250 
Wonokertokulon 351.322.750 
Tratebanp; 329.520.500 
Semut 351.727.500 

JUMLAH TOTAL 108.030.000.000 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA~ONGAN 

ADITOMO HERLAMIMNG, S.H. 
Pembina Tk. I (IV /b) 

- -

94.633.750 84.133.000 
83.317.750 73.817.250 
85.393.000 75.892.750 
85.168.000 75.667.500 

118.865.250 106.364.500 
93.358.750 82.858.500 

113.004.500 100.504.250 
86.003.500 76.503.250 

102.852.000 91.352.000 
85.545.250 76.044.500 
86.011.500 76.511.500 

- -

87.524.500 78.024.500 
94.087.500 83.587.000 

162.218.750 142.718.750 
108.721.750 97.221.250 
116.721.000 103.220.750 
155.538.750 139.038.250 
103.368.500 92.868.250 
126.709.500 112.209.000 
110.132.750 98.632.750 
134.848.750 119.348.500 
112.518.250 100.018.250 
94.801.250 84.301.000 

106.360.250 94.859.750 
-

95.429.750 84.929.250 
130.835.250 116.334. 750 
133.584.750 119.084.000 
119.265.750 105.765.500 
107 .321.000 94.820.750 
122.222.500 108.722.500 
103.580.000 92.079.500 
92.135.000 81.634.250 

139.604.750 124.104.000 
121.739.000 108.238.500 
111.387.250 98.886.750 

- -

103.666.500 92.166.500 
104.445.750 92.945.250 
108.554.250 97.053.500 
87.247.500 77.746.750 
91.063.000 81.562.500 
86.818.500 77.318.500 
93.750.000 83.249.750 

104.545.000 93.044.750 
95.706.250 85.205.500 
89.505.500 80.005.000 
95.807.250 85.306.750 

29.464.581.000 26.188.473.000 

27 

- -

84.133.000 84.133.000 
73.817.250 73.817.250 
75.892.750 75.892.750 
75.667.500 75.667.500 

106.364.500 106.364.500 
82.858.500 82.858.500 

100.504.250 100.504.250 
76.503.250 76.503.250 
91.352.000 91.352.000 
76.044.500 76.044.500 
76.511.500 76.511.500 

- -

78.024.500 78.024.500 
83.587.000 83.587.000 

142.718.750 142.718.750 
97.221.250 97.221.250 

103.220.750 103.220.750 
139.038.250 139.038.250 
92.868.250 92.868.250 

112.209.000 112.209.000 
98.632.750 98.632.750 

119.348.500 119.348.500 
100.018.250 100.018.250 
84.301.000 84.301.000 
94.859.750 94.859.750 

- -

84.929.250 84.929.250 
116.334.750 116.334.750 
119.084.000 119.084.000 
105.765.500 105.765.500 
94.820.750 94.820.750 

108.722.500 108.722.500 
92.079.500 92.079.500 
81.634.250 81.634.250 

124.104.000 124.104.000 
108.238.500 108.238.500 
98.886.750 98.886.750 

- -

92.166.500 92.166.500 
92.945.250 92.945.250 
97.053.500 97.053.500 
77.746.750 77.746.750 
81.562.500 81.562.500 
77.318.500 77.318.500 
83.249.750 83.249.750 
93.044.750 93.044.750 
85.205.500 85.205.500 
80.005.000 80.005.000 
85.306.750 85.306.750 

26.188.473.000 26.188.473.000 

BUPATI PEKALONGAN, 

TTD 

FADIA ARAFIQ 


